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Abstrak

Pemilihan umum merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi yang memastikan partisipasi warga
negara dalam menentukan perwakilan politik mereka. Dalam konteks itu, sistem pemilu yang
memungkinkan representasi politik yang adil dan proporsional menjadi penting. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis efektivitas sistem pemilu dengan pendekatan proporsional terbuka, dampaknya
terhadap representasi politik yang lebih inklusif, keuntungan dan kerugian, serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Studi ini melibatkan pendekatan deskriptif-analitis dengan menggunakan tinjauan
pustaka untuk memahami konsep pemilu dan sistem proporsional terbuka. Kami menganalisis
pengalaman beberapa negara yang telah menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka dan
mempelajari tantangan serta keberhasilan yang mereka hadapi. Data-data ini dianalisis secara
komparatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pemilu ini
dalam mencapai representasi yang proporsional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilu
proporsional terbuka memberikan sejumlah keuntungan, termasuk partisipasi pemilih yang lebih tinggi,
pluralisme politik yang lebih besar, dan representasi yang lebih akurat bagi kelompok-kelompok
minoritas. Keberhasilan implementasi sistem ini tergantung pada faktor-faktor seperti dukungan politik,
kerangka hukum yang jelas, dan partisipasi yang aktif dari partai politik. Penelitian ini memberikan
wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, partai politik, dan pemilih dalam
mempertimbangkan sistem pemilu yang paling sesuai dengan konteks dan tujuan mereka.
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PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu
aspek yang krusial dalam sistem demokrasi
modern. pemilihan yang adil dan transparan
menjadi landasan utama dalam menjaga
integritas demokrasi dan mewujudkan
kepentingan masyarakat secara efektif.
dalam konteks ini, sistem pemilu yang
digunakan memainkan peran penting dalam
mencapai  representasi  politik  yang
proporsional dan inklusif.

Di berbagai negara, terdapat berbagai
jenis sistem pemilu yang digunakan. salah
satu sistem yang menjadi fokus penelitian
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ini adalah sistem pemilu dengan pendekatan
proporsional terbuka. sistem ini
memungkinkan pemilih memiliki
kebebasan untuk memilih kandidat dari
partai politik tertentu, serta partai politik
memiliki  fleksibilitas untuk mengatur
urutan kandidat dalam daftar mereka. dalam
sistem proporsional terbuka, partai politik
mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah
suara yang diperoleh, sementara kandidat-
kandidat terpilih ditentukan berdasarkan
preferensi  pemilih  terhadap individu
tersebut.
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Namun, meskipun sistem pemilu
proporsional terbuka memiliki potensi
untuk mewakili kepentingan yang lebih luas
dalam masyarakat, sistem ini juga memiliki
tantangan dan masalah yang perlu diatasi.
beberapa masalah yang sering muncul
dalam sistem pemilu proporsional terbuka
antara lain:

1) Fragmentasi politik: sistem pemilu
proporsional terbuka dapat
menyebabkan fragmentasi partai
politik, di mana partai-partai politik
kecil atau independen memiliki
kesulitan untuk mendapatkan Kkursi
yang signifikan di  lembaga
legislatif. hal ini dapat menghambat
stabilitas politik dan pengambilan
keputusan yang efektif.

2) Perilaku pemilih: sistem ini dapat
mengakibatkan pemilih  bingung
dalam memilih kandidat karena ada
banyak pilihan yang tersedia.
pemilih  mungkin tidak memiliki
cukup informasi tentang kandidat
individu yang berada dalam daftar
partai politik. selain itu, praktik
politik seperti kampanye politik
yang terlalu berfokus pada kandidat
individu daripada partai politik
dapat mempengaruhi  perilaku
pemilih.

3) Kurangnya akuntabilitas: dalam
sistem pemilu proporsional terbuka,
mungkin sulit untuk
mengidentifikasi dan menentukan
tanggung jawab individu karena
kursi diperoleh berdasarkan urutan
dalam daftar partai politik. ini dapat
mengurangi akuntabilitas individual
anggota legislatif terhadap pemilih.

4) Pengaruh uang dan kekuasaan:
sistem pemilu proporsional terbuka
juga rentan terhadap pengaruh uang
dan  kekuasaan yang  dapat
mempengaruhi  urutan  kandidat
dalam daftar partai politik. hal ini
dapat mengarah pada konsolidasi
kekuasaan di tangan sedikit elit
politik dan mengabaikan aspirasi
masyarakat yang lebih luas.

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Petanda : Jurnal llmu Komunikasi dan Humaniora
ISSN: 2614-5537 - Vol. 04, No. 02 (2022), pp. 88-105

Mengingat pentingnya sistem pemilu
yang efektif dan representatif, diperlukan
analisis menyeluruh tentang sistem pemilu
proporsional terbuka. oleh karena itu,
penelitian ini akan melakukan analisis
mendalam  terhadap  sistem  pemilu
proporsional terbuka untuk
mengidentifikasi masalah dan tantangan
yang dihadapinya serta untuk mengevaluasi
keefektifan dan keadilan sistem ini dalam
mewakili kepentingan rakyat. penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman
yang lebih baik tentang sistem pemilu
proporsional terbuka dan memberikan
kontribusi dalam pengembangan sistem
pemilu yang lebih baik di masa depan.

KERANGKA TEORI
Konsep Dasar Sistem Pemilu

Konsep dasar sistem pemilu merujuk
pada prinsip-prinsip yang mendasari proses
pemilihan umum dalam sistem demokrasi.
Sistem pemilu dirancang untuk memastikan
partisipasi yang adil dan merata dari warga
negara dalam menentukan perwakilan
politik mereka. Beberapa konsep dasar yang
terkait dengan sistem pemilu meliputi
keadilan, proporsionalitas, kesetaraan,
kerahasiaan, dan akuntabilitas.

1) Keadilan: Konsep keadilan dalam
sistem pemilu menekankan
perlakuan yang adil terhadap semua
pemilih. Prinsip ini  melibatkan
aspek seperti kesempatan yang sama
bagi semua warga negara untuk
memberikan suara dan mengikuti
proses pemilihan tanpa
diskriminasi. Keadilan juga
melibatkan pemenuhan hak suara
warga negara yang memenuhi syarat
dan perlindungan terhadap hak-hak

minoritas.

2) Proporsionalitas: Prinsip
proporsionalitas  berfokus pada
representasi politik yang

proporsional. Dalam sistem pemilu,
proporsionalitas mengacu pada
penentuan alokasi  Kkursi yang
mencerminkan  secara  akurat
persentase suara yang diperoleh
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oleh setiap partai politik atau
kandidat. Prinsip ini penting untuk
memastikan bahwa suara setiap
pemilih dihargai dan mencerminkan
perwakilan yang adil dalam
lembaga legislatif.

3) Kesetaraan: Konsep kesetaraan
dalam sistem pemilu menekankan
bahwa setiap suara harus memiliki
bobot yang sama dan setiap pemilih
memiliki hak yang sama dalam
mempengaruhi  hasil pemilihan.
Prinsip ini memastikan bahwa tidak
ada suara yang lebih berharga atau
lebih kuat daripada yang lainnya,
serta setiap pemilih memiliki hak
yang setara dalam memilih calon
atau partai politik pilihannya.

4) Kerahasiaan: Prinsip kerahasiaan
melibatkan perlindungan privasi
pemilih. Dalam sistem pemilu,
pemilih  memiliki  hak  untuk
memberikan suara tanpa
pengawasan atau intervensi yang
tidak sah. Identitas pemilih dan
preferensinya harus dilindungi dan
tetap rahasia untuk mencegah
intimidasi  atau  penyalahgunaan
kekuasaan.

5) Akuntabilitas: Konsep akuntabilitas
berhubungan dengan transparansi
dan pertanggungjawaban dalam
proses pemilu. Sistem pemilu harus
didesain sedemikian rupa sehingga
memungkinkan pemantauan yang
efektif, pemrosesan suara yang
jujur, dan pengungkapan informasi
yang akurat. Prinsip akuntabilitas
penting untuk menjaga integritas
pemilihan dan kepercayaan publik
terhadap proses demokratis.

Konsep dasar sistem pemilu ini
memberikan landasan yang penting dalam
merancang dan mengevaluasi sistem pemilu
yang efektif dan demokratis. Penghargaian
terhadap prinsip-prinsip ini akan membantu
mencapai representasi politik yang lebih
adil, menjaga kepercayaan publik, dan
memperkuat sistem demokrasi secara
keseluruhan.
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Pemilu Sistem Proporsional Terbuka
Pemilu Proporsional Terbuka adalah
salah satu jenis sistem pemilihan umum
yang digunakan dalam beberapa negara.
Sistem ini didesain untuk mencapai
representasi politik yang lebih proporsional
dan  inklusif  dengan  memberikan
kesempatan kepada pemilih untuk memilih
kandidat secara langsung, selain memilih

partai politik.
Pemilu Proporsional Terbuka memiliki
beberapa karakteristik yang

membedakannya dari sistem  pemilu
lainnya. Beberapa karakteristik utama
meliputi:

1) Pilihan Kandidat: Pemilih memiliki
pilihan untuk memilih kandidat-
kandidat individu dari partai politik
yang mereka dukung. Hal ini
memberikan pemilih kontrol yang
lebih besar atas representasi politik
dan memungkinkan pemilih untuk
mengevaluasi  secara  langsung
calon-calon yang bersaing.

2) Proporsionalitas: Prinsip
proporsionalitas tetap menjadi dasar
dalam sistem ini. Distribusi kursi
didasarkan pada proporsi suara yang
diperoleh oleh partai politik,
sehingga mencerminkan kehendak
pemilih secara lebih akurat dalam
perwakilan politik.

3) Perwakilan Inklusif: Pemilu
Proporsional Terbuka dapat
mendorong perwakilan politik yang
lebih  inklusif karena pemilih
memiliki pilihan untuk memilih
kandidat individu, termasuk dari
kelompok minoritas atau kandidat
independen.  Hal ini  dapat
mengurangi dominasi partai politik
besar dan memberikan peluang
lebih  besar bagi  kelompok-
kelompok minoritas untuk terwakili
di parlemen.

4) Kompleksitas Perhitungan:
Perhitungan suara dalam Pemilu
Proporsional Terbuka bisa menjadi
lebih  kompleks  dibandingkan
dengan sistem pemilu lainnya.
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Perhitungan suara harus
memperhitungkan baik suara partai
politik secara keseluruhan maupun
suara individu yang diterima oleh
kandidat-kandidat. ~ Proses ini
memerlukan sistem yang baik dan
dapat mengakomodasi preferensi
pemilih dengan akurat.

Pemilu dengan sistem Proporsional
Terbuka telah diadopsi oleh beberapa
negara di seluruh dunia, termasuk Jerman,
Belanda, dan Finlandia. Sistem ini dianggap
memiliki  kelebihan dalam mencapai
representasi politik yang lebih akurat dan
memberikan pemilih kebebasan yang lebih
besar.

Kelebihan dan Kelemahan Sistem
Pemilu Proporsional Terbuka

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
memiliki  sejumlah  kelebihan  yang
membuatnya menarik bagi beberapa
negara. Berikut adalah beberapa kelebihan
utama dari sistem ini:

1) Representasi yang Lebih Akurat:
Salah satu kelebihan utama dari
Pemilu  Proporsional  Terbuka
adalah  kemampuannya  untuk
mencapai representasi politik yang
lebih akurat. Dalam sistem ini, kursi
di parlemen atau badan legislatif
didistribusikan secara proporsional
berdasarkan proporsi suara yang
diperoleh oleh partai politik. Ini
berarti bahwa setiap suara pemilih
dihargai dan  partai  politik

memperoleh kursi sebanyak
proporsi suara mereka.
2) Kesempatan bagi Kandidat

Independen: Pemilu Proporsional
Terbuka memberikan kesempatan
yang lebih besar bagi kandidat
independen untuk terpilih. Dalam
sistem ini, pemilih memiliki pilihan
untuk memberikan suara langsung
kepada kandidat individu dari partai
politik atau bahkan kandidat
independen yang tidak terafiliasi
dengan partai tertentu.
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3) Inklusivitas Politik: Pemilu
Proporsional Terbuka mendorong
inklusivitas politik dengan
memberikan kesempatan kepada
partai-partai  politik kecil atau
kelompok-kelompok minoritas
untuk  mendapatkan  kursi  di
parlemen. Sistem ini memastikan
bahwa suara-suara pemilih yang
mendukung partai-partai  politik
kecil tidak terbuang percuma.

4) Responsif  terhadap  Preferensi
Pemilih: Sistem Pemilu
Proporsional  Terbuka memiliki
keunggulan  dalam  merespons
perubahan  preferensi  pemilih.
Dalam sistem ini, pemilih memiliki
pilihan langsung untuk memilih
kandidat dari partai politik yang

mereka dukung. Hal ini
memungkinkan  pemilih  untuk
mengesampingkan kandidat-

kandidat yang mereka anggap tidak
sesuai dengan preferensi mereka,
sementara tetap mendukung partai
politik yang sama.

5) Partisipasi Pemilih yang Lebih
Tinggi: Pemilu  Proporsional
Terbuka dapat mendorong
partisipasi  pemilih  yang lebih
tinggi. Dalam sistem ini, pemilih
memiliki pengaruh langsung dalam
memilih kandidat dari partai politik
yang mereka dukung. Hal ini
memberikan rasa memiliki yang
lebih besar dan meningkatkan
keterlibatan pemilih dalam proses
pemilihan.

Kelebihan-kelebihan ini menjadikan
Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
sebagai pilihan yang menarik untuk
mencapai representasi politik yang lebih
akurat, inklusifitas politik, dan partisipasi
pemilih yang lebih tinggi.

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka,
meskipun memiliki kelebihan-kelebihan,
juga memiliki beberapa kekurangan yang
perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa
kekurangan utama dari sistem ini:
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1)

2)

3)

Kompleksitas Perhitungan: Pemilu
Proporsional Terbuka cenderung
memiliki proses perhitungan suara
yang lebih kompleks dibandingkan
dengan sistem pemilu lainnya. Hal
ini dikarenakan perhitungan suara
harus mempertimbangkan  baik
suara  partai  politik  secara
keseluruhan maupun suara individu
yang diterima oleh kandidat-
kandidat. Kompleksitas ini dapat
mengakibatkan waktu yang lebih
lama untuk mengumumkan hasil
pemilihan dan meningkatkan risiko
kesalahan dalam perhitungan suara.
Pengaruh  Calon  Perseorangan
Terbatas: Meskipun Pemilu
Proporsional Terbuka memberikan
kesempatan bagi kandidat
independen untuk terpilih, pengaruh
mereka cenderung terbatas. Dalam
sistem ini, partai politik masih
memainkan peran dominan, dan
kandidat independen sering kali
menghadapi  tantangan  untuk
bersaing dengan partai-partai yang
lebih besar yang memiliki dukungan
dan sumber daya yang lebih besar.

Akibatnya, kandidat independen
mungkin  mengalami  kesulitan
untuk meraih kursi di parlemen,
yang dapat mengurangi

keberagaman politik dan pluralisme
yang diharapkan.

Kesulitan Mewujudkan Stabilitas
Pemerintahan: ~ Sistem  Pemilu
Proporsional Terbuka dapat
menghadapi  tantangan  dalam
mewujudkan stabilitas
pemerintahan yang kuat. Karena
partai politik sering kali harus
membentuk koalisi untuk mencapai
mayoritas, terkadang terbentuknya
pemerintahan koalisi yang stabil
dapat menjadi sulit. Negosiasi dan
kesepakatan antara partai-partai
politik yang berbeda mungkin
memakan  waktu lama  dan
memunculkan konflik kepentingan
yang dapat mempengaruhi
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kemampuan  pemerintah  untuk
mengambil keputusan efektif dan

melaksanakan program-
programnya.

4) Keterbatasan  Koneksi  Pemilih
dengan Calon: Dalam Pemilu
Proporsional Terbuka,
keterhubungan langsung antara

pemilih dan calon dapat terbatas.
Pemilih mungkin lebih fokus pada
partai politik secara keseluruhan
daripada pada calon individu yang
mewakili partai tersebut. Hal ini
dapat mengurangi tingkat keakraban
dan keterlibatan langsung antara
pemilih dan perwakilan politik
mereka.

5) Potensi Fragmentasi Politik: Sistem
Pemilu Proporsional Terbuka dapat
menyebabkan fragmentasi politik
yang lebih tinggi. Dengan adanya
banyak partai politik dan kandidat
independen yang bersaing, suara
pemilih dapat terpecah menjadi
banyak pilihan yang berbeda. Hal
ini dapat menghasilkan parlemen
yang terdiri dari banyak partai
politik yang memiliki representasi
yang relatif kecil, yang pada
gilirannya dapat menghambat
proses pengambilan keputusan dan
menghasilkan pemerintahan yang
koalisi yang rapuh.

Pemahaman akan kekurangan-
kekurangan ini penting untuk
mempertimbangkan  aspek-aspek yang
perlu diperbaiki dan dipertimbangkan

dalam implementasi  Sistem  Pemilu
Proporsional Terbuka.

Hasil penelitian tentang negara-negara
yang menggunakan  Sistem  Pemilu
Proporsional ~ Terbuka  menunjukkan
beberapa temuan penting. Berikut adalah
uraian lengkap tentang hasil-hasil penelitian
terkait negara-negara tersebut:

1) Representasi yang Lebih Akurat

Penelitian  telah  menunjukkan

bahwa Sistem Pemilu Proporsional

Terbuka  dapat  menghasilkan
representasi  politik yang lebih
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2)

3)

4)

akurat. Dalam negara-negara yang
menerapkan sistem ini, proporsi
suara yang diperoleh oleh partai
politik dalam pemilihan
mencerminkan dengan lebih baik
proporsi  kursi yang  mereka
dapatkan di parlemen.

Inklusivitas Politik

Studi menunjukkan bahwa Sistem
Pemilu Proporsional Terbuka dapat
meningkatkan inklusivitas politik
dengan memberikan peluang bagi
partai-partai  politik kecil dan
kelompok minoritas untuk
mendapatkan kursi di parlemen.
Negara-negara dengan sistem ini
cenderung  memiliki  spektrum
politik yang lebih beragam dan
mencerminkan keberagaman
masyarakat mereka. Ini mendorong
partisipasi politik yang lebih luas
dan memberikan pengakuan kepada
suara-suara pemilih dari kelompok-
kelompok minoritas.

Stabilitas Pemerintahan

Penelitian juga telah menyoroti
tantangan dalam mencapai stabilitas
pemerintahan dalam Sistem Pemilu
Proporsional  Terbuka. Negara-
negara dengan sistem ini cenderung
membentuk pemerintahan koalisi
karena partai politik harus berkoalisi
untuk mencapai mayoritas. Studi
menunjukkan  bahwa stabilitas
pemerintahan koalisi dapat
dipengaruhi  oleh  faktor-faktor
seperti kesatuan ideologi antara
partai-partai  koalisi,  kapasitas
negosiasi, dan kepercayaan di antara
partai-partai politik.

Partisipasi Pemilih yang Tinggi
Beberapa penelitian menunjukkan
bahwa Sistem Pemilu Proporsional

Terbuka dapat mendorong
partisipasi  pemilih  yang lebih
tinggi. Keterlibatan pemilih
cenderung  meningkat  karena

pemilih merasa bahwa suara mereka
memiliki pengaruh dan dapat
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berkontribusi  pada
politik yang lebih akurat.
5) Kualitas Demokrasi
Studi tentang negara-negara yang
menggunakan  Sistem  Pemilu
Proporsional Terbuka juga telah

perwakilan

menyoroti hubungannya dengan
kualitas  demokrasi.  Beberapa
penelitian  menunjukkan  bahwa

sistem ini dapat memperkuat aspek-
aspek demokrasi seperti pluralisme
politik, kebebasan berpendapat, dan
akuntabilitas  politik. ~ Dengan
memberikan kesempatan kepada
partai-partai politik dan kandidat-
kandidat independen yang beragam
untuk bersaing dalam pemilihan,
sistem ini mendorong persaingan
politik yang sehat dan memberikan
ruang bagi masyarakat untuk terlibat

dalam  pengambilan  keputusan
politik.
Meskipun hasil-hasil penelitian ini

memberikan wawasan tentang dampak
Sistem Pemilu Proporsional Terbuka,
penting untuk diingat bahwa konteks sosial,
politik, dan budaya setiap negara dapat

mempengaruhi implementasi dan hasil
sistem ini.
Sejauh ini, Indonesia tidak

menggunakan Sistem Pemilu Proporsional
Terbuka secara keseluruhan. Namun, dalam
sejarah pemilu di Indonesia, terdapat
beberapa pemilihan dengan penggunaan
sistem proporsional terbuka pada tingkat
tertentu. Salah satu contohnya adalah
Pemilu Legislatif pada tahun 2004.

Jika Indonesia menggunakan Sistem
Proporsional Terbuka secara luas dalam
pemilihan  umumnya, berikut adalah
beberapa kemungkinan yang dapat terjadi:

1) Keterlibatan Pemilih yang Lebih

Tingoi: Penggunaan Sistem
Proporsional Terbuka dapat
meningkatkan partisipasi pemilih

karena pemilih dapat memberikan
suara langsung untuk calon individu
dalam partai politik. Hal ini dapat
meningkatkan minat pemilih dalam
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pemilihan dan memberikan rasa
memiliki suara yang lebih kuat.

2) Representasi yang Lebih Akurat:
Sistem Proporsional Terbuka dapat
memungkinkan representasi politik
yang lebih  akurat  dengan
mempertimbangkan suara individu
yang diterima oleh calon dalam
partai politik. Dengan demikian,
partai politik yang memperoleh
suara yang signifikan dari pemilih
tetapi memiliki calon yang kurang
populer di partainya dapat tetap
mendapatkan kursi di parlemen.

3) Peluang bagi Kandidat Independen:
Dalam Sistem Proporsional
Terbuka, kandidat independen
memiliki kesempatan untuk
bersaing secara langsung dengan
calon dari partai politik. Ini dapat
membuka jalan bagi kandidat
independen yang populer dan
memiliki basis dukungan yang kuat
untuk meraih kursi di parlemen.

4) Kompleksitas Perhitungan Suara:
Penggunaan Sistem Proporsional
Terbuka  dapat  meningkatkan
kompleksitas perhitungan suara.
Proses perhitungan suara harus
mempertimbangkan baik  suara
partai politik secara keseluruhan
maupun suara individu untuk calon
dalam partai tersebut.

5) Peran Partai Politik yang Tetap
Penting: Meskipun Sistem
Proporsional Terbuka memberikan
ruang bagi kandidat independen,
partai politik ~ masih  akan
memainkan peran penting dalam
proses pemilihan. Partai politik akan
tetap bertanggung jawab untuk
menyusun  daftar calon dan
mengatur  strategi pemilihan.
Sehingga, partai politik masih akan
memiliki pengaruh yang signifikan
dalam  penentuan  representasi
politik.

Penting untuk  dicatat  bahwa

implementasi Sistem Proporsional Terbuka
di Indonesia akan memerlukan perubahan
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aturan dan regulasi pemilihan yang
signifikan serta perencanaan yang matang
untuk  memastikan  kesuksesan  dan
efektivitas sistem ini.

METODE

Penelitian dengan judul "Analisis
Pemilu dengan Sistem Proporsional
Terbuka" ini menggunakan jenis penelitian
studi literatur deskriptif-komparatif. Studi
literatur deskriptif-komparatif merupakan
jenis  penelitian yang menggunakan
pendekatan studi literatur untuk
menganalisis dan membandingkan berbagai
sumber literatur yang relevan dengan topik
penelitian.  Tujuannya adalah  untuk
memahami secara menyeluruh konsep,
teori, penemuan, dan temuan yang ada
dalam literatur terkait pemilu dengan sistem
proporsional terbuka.

Dalam  penelitian  ini,  peneliti
mengumpulkan dan meninjau secara Kritis
literatur yang mencakup teori, konsep,
penelitian sebelumnya, laporan pemilu,
publikasi akademik, dan sumber-sumber
lain yang relevan dengan pemilu dengan
sistem proporsional terbuka. Peneliti
membaca dan menganalisis literatur
tersebut untuk mengidentifikasi tren,
perbedaan, kesamaan, dan isu-isu utama
yang terkait dengan sistem pemilu
proporsional terbuka.

Subjek Penelitiannya melibatkan: 1)
Pemilih yakni mencakup pemilih yang
berpartisipasi dalam pemilihan umum
dengan sistem proporsional terbuka.
Faktor-faktor yang dapat diteliti meliputi
partisipasi  pemilih, preferensi pemilih
terhadap partai politik atau calon tertentu,
persepsi dan penilaian pemilih terhadap
sistem proporsional terbuka, dan faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan
pemilih. 2) Partai Politik (Parpol) yakni
Parpol yang berkompetisi dalam pemilihan
umum dengan sistem proporsional terbuka.
Penelitian dapat melihat strategi kampanye
partai politik, pemilihan calon, mekanisme
internal partai politik dalam menentukan
daftar calon, pengaruh partai politik
terhadap representasi politik, dan dinamika
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politik di dalam partai politik dalam konteks
sistem proporsional terbuka. 3) Calon yakni
calon dalam pemilihan umum juga menjadi
subjek penelitian yang relevan. Penelitian
dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang
memengaruhi  pencalonan, kampanye,
strategi  politik, dan pengaruh sistem
proporsional terbuka terhadap peluang
calon untuk meraih kursi di parlemen. 4)
Institusi Pemilu: Institusi pemilu seperti
komisi pemilihan atau badan pemilihan
umum juga menjadi subjek penelitian.
Penelitian dapat melihat peran dan fungsi
institusi  pemilu dalam melaksanakan
pemilihan ~ umum  dengan  sistem
proporsional terbuka, kebijakan-kebijakan
yang diterapkan, keberhasilan implementasi
sistem proporsional terbuka, dan tantangan
yang dihadapi oleh institusi pemilu dalam
konteks ini.

Tahapan Penelitian dilakukan melalui
langkah-langkah: 1) Menentukan Ruang
Lingkup Penelitian, 2) Mencari Sumber-
sumber Literatur, 3) Meninjau Sumber-
sumber Literatur, 4) Mengorganisasi
Informasi, 5) Evaluasi dan Analisis
Literatur, 6) Sintesis dan Penulisan
Tinjauan Literatur.

Pengumpulan data dilakukan melalui
pencarian dan analisis terhadap sumber-
sumber literatur yang relevan dengan topik
penelitian. Berikut adalah langkah-langkah
pengumpulan data tersebut: 1) Identifikasi
Sumber Literatur, 2) Pencarian Literatur,
3) Seleksi Literatur, 4) Analisis Literatur, 5)
Organisasi Data, 6) Sintesis dan
Interpretasi. Pengumpulan data dalam
penelitian literatur melibatkan pencarian,
seleksi, dan analisis literatur yang relevan.
Fokus utama adalah pada analisis dan
interpretasi terhadap informasi yang ada
dalam literatur, serta pemahaman yang
mendalam tentang topik penelitian yang
dilakukan.

Adapun analisis data dilakukan melalui
langkah-langkah umum sebagai berikut: 1)
Pembacaan dan Pemahaman: Pertama,
membaca dan  memahami  secara
menyeluruh isi dari sumber-sumber literatur
yang telah dikumpulkan. Berfokus pada
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informasi yang relevan dengan topik
penelitian dan tujuan penelitian yang telah
ditetapkan. 2) Pengorganisasian dan
Pengelompokan: Mengorganisasikan
informasi dari literatur sesuai dengan tema,
konsep, atau isu yang muncul. Buat kategori
atau kerangka konseptual yang akan
digunakan untuk mengelompokkan
informasi. 3) Analisis Perbandingan: yakni
membandingkan dan  mengkontraskan
temuan, pendapat, atau konsep Yyang
muncul dari berbagai sumber literatur.
Identifikasi kesamaan, perbedaan, atau pola
yang muncul dalam literatur terkait pemilu
dengan sistem proporsional terbuka. 4)
Penafsiran dan Sintesis: Menafsirkan dan
mensintesiskan informasi yang ditemukan
dari literatur. ldentifikasi tema-tema utama,
isu-isu kunci, atau argumen yang muncul
dalam literatur terkait dengan pemilu
dengan sistem proporsional terbuka.
Meninjau temuan secara holistik dan buat
kesimpulan yang didukung oleh bukti dari
literatur yang telah dianalisis. 5) Evaluasi
Kualitas:  Mengevaluasi  kehandalan,
relevansi, dan kebaruan sumber-sumber
literatur yang telah dianalisis. Meninjau
metode penelitian yang digunakan dalam
literatur dan evaluasi kekuatan dan
kelemahan dari masing-masing sumber
literatur. 6) Penulisan Tinjauan Literatur:
Menulis tinjauan literatur yang mencakup
analisis dan sintesis informasi yang telah
dikumpulkan. Menyusun tinjauan literatur
secara sistematis dengan  mengikuti
kerangka penelitian dan tujuan penelitian
yang telah ditetapkan.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Operasional Sistem Pemilu
Proporsional Terbuka

Sistem pemilu proporsional terbuka
adalah sistem pemilu di mana pemilih
memiliki fleksibilitas untuk memilih baik
partai politik maupun kandidat individual.
Mekanisme  operasional  sistem ini
melibatkan beberapa tahapan yang akan
dijelaskan di bawah ini:

1) Pendaftaran Partai Politik dan

Kandidat: Partai politik harus
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2)

3)

4)

5)

terlebih dahulu mendaftarkan diri
untuk dapat berpartisipasi dalam
pemilu. Mereka harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh
badan pemilihan, seperti jumlah
anggota partai atau dukungan yang
diperlukan. Setelah partai politik
terdaftar, mereka dapat mengajukan

kandidat untuk mewakili partai
tersebut dalam pemilu.
Kampanye Pemilihan:  Setelah

partai politik dan kandidat terdaftar,
mereka dapat memulai kampanye
pemilihan  untuk  memperoleh
dukungan dari pemilih. Kampanye
ini mencakup berbagai kegiatan
seperti pidato, rapat umum, iklan
media, dan pemasangan spanduk
atau poster. Tujuan kampanye
adalah untuk meyakinkan pemilih
agar memilih partai politik dan
kandidat tertentu.

Pemilihan dan Penentuan Kursi:
Pada hari  pemilu, pemilih
memberikan ~ suaranya.  Dalam

sistem pemilu proporsional terbuka,
pemilih memiliki dua opsi. Pertama,
mereka dapat memberikan suara
untuk  partai  politik  secara
keseluruhan. Kedua, mereka dapat
memberikan suara langsung untuk
kandidat individual dari berbagai
partai politik. Setiap suara yang
diberikan dihitung terpisah untuk

partai  politik dan  kandidat
individual.
Penghitungan  Suara:  Setelah

pemungutan suara selesai, suara
pemilih  dihitung. Suara yang
diberikan secara keseluruhan untuk
setiap partai politik dihitung terlebih
dahulu. Hasil penghitungan ini
menentukan jumlah Kkursi yang
diperolen  oleh  masing-masing
partai politik berdasarkan proporsi
suara yang mereka terima.

Distribusi Kursi: Setelah perolehan
suara partai politik ditentukan,
langkah selanjutnya adalah
mendistribusikan  kursi  secara
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proporsional. Terdapat beberapa
metode yang dapat digunakan,
seperti Metode Sainte-Lagué atau
Metode D'Hondt. Metode ini
memperhitungkan jumlah suara
yang diperoleh oleh setiap partai
politik dan mendistribusikan kursi
secara adil berdasarkan
perbandingan tersebut.

6) Penentuan  Kandidat  Terpilih:
Setelah kursi didistribusikan ke
setiap partai politik, kandidat
individual dari partai tersebut yang
akan menduduki kursi tersebut
ditentukan. Kandidat dengan suara
terbanyak di dalam partai politik
akan menjadi kandidat terpilih
untuk  menduduki kursi  yang
diperoleh oleh partai tersebut.

7) Pembentukan Pemerintahan:
Setelah kandidat terpilih ditentukan,

partai politik yang memperoleh
jumlah  kursi  mayoritas atau
mencapai  kesepakatan  koalisi

dengan partai lain akan membentuk
pemerintahan. Pemimpin partai
politik yang menjadi perdana
menteri atau kepala pemerintahan
biasanya dipilih berdasarkan hasil
pemilihan.

Mekanisme operasional ini dapat
bervariasi  di  negara-negara  yang
menerapkan sistem pemilu proporsional
terbuka, tergantung pada hukum dan
peraturan pemilihan yang berlaku. Tujuan
utama dari sistem ini adalah untuk
menciptakan representasi politik yang lebih
inklusif dan memastikan bahwa suara
pemilih dihitung secara proporsional.

Pengalaman Pemilu Proporsional
Terbuka di Beberapa Negara

Banyak negara yang telah mengadopsi
sistem pemilu proporsional terbuka berhasil
mencapai representasi politik yang lebih

inklusif. Beberapa contoh pengalaman
negara-negara tersebut adalah sebagai
berikut:
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1) Belanda Negara ini memiliki sejarah yang

Belanda adalah salah satu negara
yang menggunakan sistem pemilu
proporsional terbuka dengan daerah
pemilihan yang relatif besar. Sistem
ini telah mendorong inklusivitas
politik dengan  baik. Dalam
pemilihan-pemilihan terakhir, partai
politik minoritas atau partai politik
baru berhasil memperoleh kursi dan
mendapatkan perwakilan di
parlemen.

2) Jerman

Jerman juga menggunakan sistem
pemilu proporsional terbuka yang
dikenal  sebagai  "personalized
proportional representation” atau
"representasi  proporsional yang
terpersonalisasi”. Sistem ini
memberikan  kesempatan  bagi
pemilih untuk memilih partai politik
dan kandidat individual. Jerman
memiliki sejarah yang baik dalam
mencapai representasi politik yang
inklusif, di mana partai-partai
politik ~ kecil dan  kelompok
minoritas  berhasil memperoleh
kursi dalam parlemen.
Keberagaman politik dan
perwakilan minoritas diperhatikan
dengan serius dalam  proses
pemilihan.

3) Selandia Baru

Selandia Baru menggunakan sistem
pemilu proporsional terbuka yang
dikenal sebagai "Mixed Member
Proportional” (MMP). Sistem ini
telah memberikan ruang yang lebih
besar bagi partai politik kecil dan
kelompok minoritas untuk
mendapatkan perwakilan politik
yang lebih baik. Dalam pemilihan
terakhir, partai  politik yang
mewakili kepentingan Maori dan
partai  politik  baru  berhasil
memperoleh kursi di parlemen.

4) Swedia

Swedia  menggunakan  sistem
pemilu proporsional terbuka dengan
daerah pemilihan yang lebih besar.
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panjang dalam mencapai
representasi politik yang inklusif.
Partai politik minoritas dan partai
politik yang mewakili isu-isu
spesifik telah berhasil memperoleh
kursi dalam parlemen.

Pengalaman negara-negara di atas
menunjukkan  bahwa sistem  pemilu
proporsional terbuka dapat memberikan
representasi politik yang lebih inklusif.
Dengan memberikan kesempatan bagi
partai politik kecil dan kelompok minoritas
untuk mendapatkan perwakilan, sistem ini
memastikan bahwa suara dan kepentingan
kelompok yang beragam diperhitungkan
dalam  pembentukan  kebijakan  dan
pengambilan keputusan politik.

Dampak Pemilu Proporsional Terbuka
terhadap  Distribusi Kursi  dan
Perwakilan Politik

Sistem pemilu proporsional terbuka

memiliki dampak yang signifikan terhadap
distribusi  kursi dan perwakilan politik.
Berikut adalah penjelasan lengkap tentang
dampaknya:

1) Distribusi Kursi yang Proporsional:
Salah satu dampak utama dari
sistem pemilu proporsional terbuka
adalah distribusi kursi yang lebih
proporsional. Kursi didistribusikan
berdasarkan proporsi suara yang
diperoleh oleh setiap partai politik.
Dengan kata lain, partai politik yang
memperoleh persentase suara yang
tinggi akan memperoleh jumlah
kursi yang lebih banyak, sedangkan
partai politik dengan persentase
suara yang rendah akan memperoleh
jumlah kursi yang lebih sediki.

2) Lebih  Akurat dalam Mewakili
Preferensi Pemilih: Dalam sistem
pemilu proporsional terbuka, partai
politik dan kandidat individual
harus memperoleh sejumlah suara
yang signifikan untuk mendapatkan
kursi. Oleh karena itu, partai politik
dan kandidat cenderung
memperhatikan preferensi pemilih
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dengan lebih baik. Mereka harus
berupaya untuk  mendapatkan
dukungan luas dari pemilih, baik
dalam hal isu-isu politik maupun
dalam memilih kandidat individu
yang populer. Akibatnya, sistem ini
memastikan  bahwa  perwakilan
politik yang terpilih lebih sesuai
dengan preferensi pemilih secara
keseluruhan.

3) Keterwakilan dan Inklusivitas yang
Lebih  Baik:  Sistem  pemilu
proporsional terbuka cenderung
menciptakan perwakilan politik
yang lebih inklusif dan beragam.
Kandidat dari berbagai latar
belakang, termasuk perempuan,
pemuda, kelompok minoritas, dan
kelompok etnis, memiliki
kesempatan yang lebih besar untuk
terpilih.  Partai  politik  juga
cenderung mencantumkan kandidat
dari berbagai kelompok demografi
dalam daftar kandidat mereka untuk
memenuhi kebutuhan pemilih yang
beragam. Akibatnya, sistem ini
dapat meningkatkan keterwakilan
dan inklusivitas dalam perwakilan
politik.

4) Peningkatan Pluralisme Politik:
Sistem pemilu proporsional terbuka
dapat mendorong pertumbuhan dan
keberagaman partai politik. Karena
partai politik dapat memperoleh
kursi berdasarkan persentase suara
yang mereka terima, partai politik
baru atau partai politik kecil
memiliki peluang yang lebih besar
untuk  memperoleh  kursi. Ini
mendorong munculnya berbagai
pandangan politik dan perspektif
dalam proses politik. Pluralisme
politik yang lebih tinggi
memberikan pilihan yang lebih luas
bagi pemilih dan mendorong diskusi
dan kompetisi yang sehat dalam
perdebatan politik.

Dalam keseluruhan, sistem pemilu

proporsional terbuka memberikan dampak
yang positif terhadap distribusi kursi dan
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perwakilan  politik.  Ini  memastikan
distribusi kursi yang lebih proporsional,
mewakili preferensi pemilih secara akurat,
meningkatkan keterwakilan dan
inklusivitas, serta meningkatkan pluralisme
politik.

Keuntungan Sistem Pemilu Proporsional
Terbuka

Sistem pemilu proporsional terbuka
memiliki sejumlah keuntungan penting
dalam hal partisipasi pemilih, perwakilan
politik yang akurat, dan pluralisme politik.
Berikut adalah penjelasan lengkap tentang
keuntungan-keuntungan tersebut:

1) Partisipasi Pemilih yang Meningkat:
Sistem pemilu proporsional terbuka
dapat meningkatkan partisipasi
pemilih. Karena pemilih memiliki
fleksibilitas untuk memilih baik
partai politik maupun kandidat
individual, mereka merasa lebih
terlibat dalam proses politik.
Pemilih memiliki pilihan yang lebih
luas dan merasa bahwa suara
mereka memiliki pengaruh yang
lebih besar dalam menentukan
perwakilan  politik.  Hal ini
mendorong pemilih untuk aktif ikut
serta dalam pemilihan, yang pada
akhirnya meningkatkan partisipasi
pemilih secara keseluruhan.

2) Perwakilan Politik yang Lebih
Akurat: Sistem pemilu proporsional
terbuka cenderung memberikan
perwakilan politik yang lebih
akurat. Karena kursi didistribusikan
berdasarkan proporsi suara yang
diperoleh oleh setiap partai politik,
partai politik akan mendapatkan
jumlah kursi yang mencerminkan

dukungan  pemilih.  Hal ini
memastikan  bahwa  preferensi
pemilih diwakili secara
proporsional di parlemen atau badan
legislatif. Dengan demikian,

perwakilan politik menjadi lebih
akurat dan mencerminkan kehendak
pemilih secara lebih tepat.
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3)

4)

5)

Meningkatkan Pluralisme Politik:
Sistem pemilu proporsional terbuka
berkontribusi pada peningkatan
pluralisme politik. Dalam sistem ini,
partai politik kecil atau baru
memiliki peluang yang lebih besar
untuk mendapatkan kursi dan
menjadi bagian dari proses politik.
Ini menciptakan ruang bagi berbagai
pandangan politik dan perspektif
untuk  diperjuangkan.  Dengan
adanya lebih banyak partai politik
yang mewakili berbagai kelompok
dan ideologi, pluralisme politik
meningkat.  Pemilih  memiliki
pilihan yang lebih beragam dan
dapat memilih partai politik yang
paling sesuai dengan nilai dan
kepentingan mereka.

Mendorong Kompetisi Politik yang
Sehat: Sistem pemilu proporsional
terbuka mendorong  terjadinya
kompetisi politik yang sehat antara
partai politik. Partai politik harus
bersaing  untuk  mendapatkan
dukungan pemilih dan
memenangkan suara. Hal ini
mendorong partai politik untuk
berfokus pada kepentingan pemilih,
menyampaikan pesan yang jelas,
dan menyediakan solusi untuk isu-
isu yang dihadapi oleh masyarakat.
Kompetisi  politik yang sehat
mendorong partai  politik untuk
meningkatkan kualitas calon dan
platform mereka, sehingga
memperbaiki kualitas perwakilan
politik secara keseluruhan.
Mengurangi  Taktik  Strategis:
Sistem pemilu proporsional terbuka
mengurangi  kebutuhan  taktik
strategis dalam memilih. Dalam
sistem ini, pemilih  dapat
memberikan suara dengan lebih
bebas dan tidak perlu khawatir
tentang membuang suara mereka.
Mereka dapat memilih partai politik
atau kandidat yang sesuai dengan
preferensi mereka tanpa harus
mempertimbangkan faktor
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Secara keseluruhan,

elektabilitas atau peluang menang.
Hal ini meningkatkan integritas
pemilihan dan memastikan bahwa
suara setiap pemilih dihitung secara
proporsional.

sistem pemilu

proporsional terbuka memberikan sejumlah
keuntungan penting. Hal ini meningkatkan
partisipasi pemilih, memberikan perwakilan
politik yang akurat, memperkuat pluralisme
politik, mendorong kompetisi politik yang

sehat,

dan mengurangi taktik strategis

dalam pemilihan. Keuntungan-keuntungan
ini berkontribusi pada sistem politik yang
lebih inklusif, transparan, dan responsif
terhadap kehendak pemilih.

Kerugian Sistem Pemilu Proporsional
Terbuka

Implementasi

sistem pemilu

proporsional terbuka tidak terlepas dari
beberapa kerugian dan tantangan. Berikut
ini adalah beberapa kerugian yang dapat
dihadapi dalam implementasi sistem pemilu
proporsional terbuka:

1)

2)

Kompleksitas Pemilihan: Sistem
pemilu proporsional terbuka
cenderung lebih kompleks daripada
sistem pemilu lainnya. Pemilih
harus  memahami  bagaimana
memilih partai politik dan kandidat
individual serta bagaimana suara
mereka akan berkontribusi pada
alokasi kursi. Tingkat pemahaman
yang rendah dapat menyebabkan
kebingungan dan  mengurangi
partisipasi  pemilih.  Selain itu,
perhitungan suara dan distribusi
kursi juga memerlukan proses yang
lebih  rumit dan membutuhkan
waktu yang lebih lama.

Daerah Pemilihan yang Besar:
Sistem pemilu proporsional terbuka
sering kali menggunakan daerah
pemilihan  yang lebih  besar
dibandingkan dengan sistem pemilu

lainnya. Hal ini dapat
mengakibatkan kurangnya
kedekatan antara pemilih dan

perwakilan yang terpilih. Pemilih
mungkin  merasa sulit  untuk
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3)

4)

5)

membangun hubungan langsung
dengan perwakilan mereka karena
daerah pemilihan yang luas. Selain
itu, perwakilan politik cenderung
lebih fokus pada kepentingan partai
politik daripada kepentingan khusus
dari daerah pemilihan tertentu.
Fragmentasi Politik: Sistem pemilu
proporsional terbuka dapat
menghasilkan fragmentasi politik
yang tinggi. Partai politik kecil atau
baru dapat memperoleh Kkursi
dengan persentase suara yang relatif
rendah. Hal ini dapat menyebabkan
pembentukan parlemen yang terdiri
dari banyak partai politik dengan
perwakilan yang tersebar.
Fragmentasi politik yang tinggi
dapat menghambat proses
pengambilan keputusan dan
pembentukan pemerintahan yang
stabil.

Instabilitas Pemerintahan: Akibat
fragmentasi politik yang tinggi,
sistem pemilu proporsional terbuka
dapat menyulitkan pembentukan
pemerintahan yang stabil. Partai
politik sering kali harus membentuk
koalisi untuk membentuk mayoritas
dan membentuk  pemerintahan.
Negosiasi yang panjang dan
kerapuhan koalisi dapat
mengakibatkan ketidakstabilan
pemerintahan. Pemerintahan yang
sering berubah atau terancam
pemilihan ulang dapat menghambat

efektivitas kebijakan dan
mengurangi  kepercayaan publik
terhadap sistem politik.

Perwakilan yang Kurang
Proporsional: ~ Meskipun  sistem
pemilu proporsional terbuka
bertujuan  untuk  memberikan
representasi  politik yang lebih

proporsional, dalam beberapa kasus,
perwakilan yang dihasilkan
mungkin tidak sepenuhnya
mencerminkan preferensi pemilih
secara akurat. Faktor-faktor seperti
ambang batas suara yang tinggi atau
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mekanisme penghitungan suara
tertentu  dapat  mempengaruhi
distribusi kursi. Akibatnya,
beberapa partai  politik atau

kelompok pemilih mungkin merasa
tidak terwakili dengan baik dalam
perwakilan politik.
6) Perkembangan Kandidat Individual
yang Terbatas: Dalam sistem pemilu
proporsional terbuka, partai politik
sering kali lebih fokus pada daftar
calon mereka daripada pada
kandidat individual. Hal ini dapat
mengurangi  kesempatan  bagi
kandidat individu yang berpotensi
berkualitas tinggi tetapi tidak terkait
dengan partai politik tertentu untuk
terpilin.  Dalam  sistem ini,
popularitas dan dukungan partai
politik sering kali lebih penting
daripada kualitas dan kapabilitas
individu sebagai perwakilan politik.
Dalam mengimplementasikan sistem
pemilu proporsional terbuka, penting untuk
mempertimbangkan dan mengatasi
tantangan-tantangan ini agar sistem dapat
berfungsi dengan efektif dan mencapai
tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti
partisipasi pemilih yang tinggi, perwakilan
politik yang proporsional, dan keberagaman
politik yang sehat.

Tantangan Sistem Pemilu Proporsional
Terbuka

Implementasi sistem pemilu
proporsional terbuka dapat menghadapi
sejumlah  tantangan. Berikut adalah

beberapa tantangan yang mungkin dihadapi
dalam implementasi sistem ini:

1) Pendidikan Pemilih: Sistem pemilu
proporsional terbuka bisa rumit bagi
pemilih  yang belum terbiasa.
Pemilih perlu memahami
bagaimana memilih partai politik
dan kandidat individual serta
bagaimana suara mereka akan
berkontribusi pada alokasi kursi.
Kurangnya pemahaman ini dapat
mengurangi partisipasi pemilih dan
mempengaruhi keadilan pemilihan.
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5) Pengaturan  Sistem

2) Fragmentasi Politik yang Tinggi:

Sistem pemilu proporsional terbuka
dapat menghasilkan fragmentasi
politik yang tinggi, di mana banyak
partai politik berpartisipasi dalam
pemilihan dan mendapatkan
sejumlah kecil kursi di parlemen.
Hal ini  dapat menyulitkan
pembentukan pemerintahan yang
stabil dan memperlambat proses
pengambilan keputusan.

3) Kekuatan Partai Politik: Sistem

pemilu  proporsional  terbuka
cenderung memperkuat peran partai
politik. Pemilih sering kali lebih
memilih partai politik daripada
kandidat individual, sehingga peran
kandidat individu menjadi terbatas.
Hal ini dapat mengurangi ruang bagi
kandidat independen atau calon
yang tidak memiliki dukungan
partai politik kuat untuk terpilih.

4) Ambang Batas Suara: Beberapa

sistem pemilu proporsional terbuka
dapat menerapkan ambang batas
suara, yang merupakan persentase
suara yang diperlukan bagi partai
politik untuk memperoleh kursi di
parlemen. Ambang batas suara yang
tinggi dapat menyulitkan partai
politik kecil atau baru untuk
mendapatkan perwakilan politik,
sehingga membatasi pluralisme
politik.

Elektoral:
Pengaturan dan implementasi teknis
sistem pemilu proporsional terbuka
dapat menjadi tantangan tersendiri.
Perhitungan suara yang kompleks
dan pembagian kursi yang adil
memerlukan  pengawasan yang
cermat dan ketelitian dalam proses
pelaksanaannya. Dibutuhkan sistem
yang handal dan transparan untuk
memastikan integritas pemilihan.

6) Ketergantungan pada Partai Politik:

Sistem pemilu proporsional terbuka
cenderung lebih  mengandalkan
partai  politik dalam  proses
pemilihan dan pembentukan
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pemerintahan. Ini bisa
menyebabkan kekhawatiran terkait
dominasi partai politik tertentu, dan
meminimalkan  peran  kandidat
individu atau representasi kelompok
minoritas.

Mengatasi tantangan-tantangan ini
memerlukan upaya yang tepat, termasuk
penyuluhan  pemilih  yang  efektif,
pengaturan ambang batas suara yang
proporsional,  perlindungan  terhadap
fragmentasi politik yang berlebihan, dan
penerapan aturan yang mempromosikan
persaingan politik yang sehat.

Pengaruh Dukungan Politik Terhadap
Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Dukungan politik memainkan peran
penting dalam sistem pemilu proporsional
terbuka. Berikut ini adalah pengaruh
dukungan politik terhadap sistem pemilu
proporsional terbuka:

1) Pencalonan dan Kampanye:
Dukungan politik yang kuat dapat
mempengaruhi proses pencalonan
dan kampanye dalam sistem pemilu
proporsional terbuka. Partai politik
yang mendapatkan dukungan yang
besar memiliki kemungkinan lebih
tinggi untuk mencalonkan kandidat
mereka dan menyediakan sumber
daya vyang diperlukan untuk
kampanye yang efektif. Dukungan
politik dapat memberikan
keuntungan strategis kepada partai
politik dan kandidat mereka dalam
upaya mereka untuk memperoleh
suara yang signifikan.

2) Persentase Suara dan Perolehan
Kursi: Dukungan politik juga
berpengaruh pada hasil pemilihan
dalam sistem pemilu proporsional
terbuka. Partai  politik yang
mendapatkan dukungan yang lebih
tinggi  cenderung  memperoleh
persentase suara yang lebih besar.
Sebagai hasilnya, mereka memiliki
peluang yang lebih baik untuk
mendapatkan jumlah Kkursi yang
lebih  banyak di  parlemen.
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3) Koalisi dan

Dukungan politik yang besar dapat
membantu partai politik
mengamankan kursi yang signifikan
dan memperoleh pengaruh politik
yang lebih besar.

Pembentukan
Pemerintahan: Dukungan politik
juga  berperan dalam  proses
pembentukan pemerintahan dalam
sistem pemilu proporsional terbuka.
Partai politik dengan dukungan
yang cukup kuat dapat membentuk
koalisi dengan partai politik lain
untuk  membentuk  mayoritas
parlemen dan membentuk
pemerintahan. Dukungan politik
yang diterima oleh partai politik
dapat memengaruhi  dinamika
negosiasi dan kesepakatan yang
terjadi dalam pembentukan koalisi
dan pembagian kekuasaan politik.

4) Stabilitas Pemerintahan: Dukungan

politik yang kuat juga dapat
berdampak pada stabilitas
pemerintahan dalam sistem pemilu
proporsional terbuka. Partai politik
dengan dukungan yang besar
cenderung  memiliki  stabilitas
politik yang lebih tinggi dan
kemampuan yang lebih baik untuk
menjalankan pemerintahan dengan
efektif. Dukungan politik yang
kokoh dapat mengurangi
ketidakstabilan pemerintahan dan
memperkuat kelangsungan
kebijakan publik yang konsisten.

5) Peran Oposisi: Dukungan politik

juga mempengaruhi peran oposisi
dalam sistem pemilu proporsional
terbuka.  Partai  politik  yang
mendapatkan ~ dukungan  yang
signifikan dapat memainkan peran
yang lebih kuat sebagai oposisi yang
efektif. Mereka dapat mengawasi
kebijakan pemerintahan, mengkritik
tindakan pemerintah, dan
menawarkan alternatif kebijakan.
Dukungan politik yang kuat dapat
memberikan  legitimasi  kepada
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partai politik dalam menjalankan
peran oposisi dengan efektif.
Dukungan politik memiliki pengaruh
yang signifikan dalam sistem pemilu
proporsional terbuka, baik dalam proses
pemilihan, pembentukan pemerintahan,
stabilitas politik, maupun peran oposisi.
Faktor ini perlu dipertimbangkan dalam
analisis dan pemahaman tentang sistem
pemilu  proporsional  terbuka  dan
dampaknya terhadap dinamika politik.

Peran Kerangka Hukum  dalam
Mendukung Sistem Pemilu Proporsional
Terbuka

Kerangka hukum yang kuat dan tepat

merupakan  faktor  penting  dalam
mendukung sistem pemilu proporsional
terbuka. Berikut adalah penjelasan lengkap
tentang peran kerangka hukum dalam
mendukung sistem tersebut:

1) Regulasi Sistem Pemilu: Kerangka
hukum harus mengatur secara jelas
dan rinci tentang bagaimana sistem
pemilu proporsional terbuka akan
dijalankan. Ini mencakup aturan
tentang pemilihan umum,
pencalonan, kampanye, pemilihan
suara, perhitungan suara, dan
alokasi kursi. Regulasi yang jelas
dan transparan membantu
memastikan integritas dan keadilan
dalam proses pemilu.

2) Persyaratan Pencalonan: Kerangka
hukum harus mengatur persyaratan
yang harus dipenuhi oleh partai
politik dan kandidat untuk dapat
mencalonkan diri dalam pemilihan.
Persyaratan ini dapat mencakup
jumlah tanda tangan pendukung
yang diperlukan, batasan finansial,
dan kelayakan calon. Regulasi yang
jelas tentang persyaratan
pencalonan membantu memastikan
kualitas dan keberagaman kandidat
yang mencalonkan diri.

3) Transparansi Pemilihan: Kerangka
hukum harus memastikan
transparansi dalam proses
pemilihan. Ini termasuk persyaratan
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5) Pengawasan  dan

6) Perubahan dan

untuk  melaporkan  sumbangan
kampanye, pemantauan pemilihan
oleh badan pemantau independen,
dan akses terbuka untuk pemilih
untuk  memperoleh  informasi
tentang partai politik dan kandidat.
Transparansi yang baik membantu

membangun kepercayaan
masyarakat terhadap integritas
pemilihan dan memastikan

akuntabilitas partai politik.

4) Penanganan Sengketa Pemilihan:

Kerangka hukum harus memiliki
mekanisme yang jelas untuk
menangani sengketa pemilihan. Ini
mencakup prosedur yang jelas untuk
mengajukan  keluhan,  proses
penyelesaian sengketa yang adil dan
cepat, dan badan arbitrase atau
pengadilan yang independen untuk
memutuskan sengketa. Penanganan
sengketa yang efektif dan adil
membantu  menjaga  integritas
pemilihan dan kepercayaan publik
terhadap sistem.

Pengawasan:
Kerangka hukum harus memberikan
wewenang kepada badan pengawas
atau komisi pemilihan independen
untuk melakukan pengawasan dan
pengawasan pemilihan. Ini
termasuk memantau  kepatuhan
terhadap aturan pemilu, menangani
pelanggaran, dan  memberikan
sanksi yang tepat. Pengawasan yang
efektif ~ membantu mencegah
penyalahgunaan kekuasaan,
kecurangan, atau manipulasi dalam
pemilihan.

Peningkatan:
Kerangka hukum juga harus
memungkinkan untuk perubahan
dan peningkatan yang diperlukan
dalam sistem pemilu proporsional
terbuka. Ini mencakup mekanisme
untuk merevisi atau mengubah
undang-undang pemilihan jika
diperlukan, serta keterlibatan aktif
dari pemangku kepentingan dalam
memperbaiki dan  memperkuat
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sistem pemilu. Fleksibilitas dalam
kerangka hukum memungkinkan
adaptasi terhadap perubahan sosial,
politik, dan teknologi yang terjadi
seiring waktu.

Peran kerangka hukum yang kuat
dalam  mendukung  sistem  pemilu
proporsional terbuka sangat penting untuk
memastikan integritas, transparansi, dan
efektivitas pemilihan. Kerangka hukum
yang baik memberikan kepastian hukum
bagi semua pihak terlibat dalam pemilihan
dan memastikan perwakilan politik yang
adil dan inklusif.

Partisipasi Aktif Partai Politik dalam
Pemilu Proporsional Terbuka

Partisipasi  aktif ~ partai  politik
memainkan peran krusial dalam sistem
pemilu proporsional terbuka. Berikut ini
adalah penjelasan lengkap tentang peran
partai politik dalam sistem tersebut:

1) Pencalonan Kandidat: Partai politik
berperan  dalam  mencalonkan
kandidat untuk pemilihan umum.
Dalam sistem pemilu proporsional
terbuka, partai politik memiliki
kebebasan untuk menentukan daftar
calon mereka. Partai politik yang
aktif dapat memastikan
keberagaman dan kualitas calon
yang mereka ajukan, sehingga
mencerminkan kepentingan dan
aspirasi pemilih.

2) Kampanye Pemilihan: Partai politik
bertanggung jawab untuk
melakukan kampanye pemilihan
guna  mendapatkan  dukungan
pemilih. Kampanye ini melibatkan
kegiatan seperti pertemuan publik,
debat, kampanye media sosial, dan
distribusi materi kampanye. Partai
politik yang aktif dalam kampanye
dapat meningkatkan visibilitas
mereka dan memperoleh dukungan
yang lebih besar dari pemilih.

3) Mobilisasi Pemilih: Partai politik
memiliki peran penting dalam
mobilisasi pemilih untuk
berpartisipasi dalam pemilihan.
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4)

5)

6)

Mereka dapat melakukan kegiatan
seperti pendidikan pemilih,
pengorganisasian kampanye
sukarelawan, dan pengumpulan
suara melalui kerja lapangan. Partai
politik yang aktif dalam mobilisasi
pemilih dapat  meningkatkan
partisipasi ~ pemilih,  sehingga
memperkuat demokrasi.
Pengembangan  Platform  dan
Kebijakan: Partai politik berperan
dalam mengembangkan platform
dan kebijakan politik mereka.
Mereka menganalisis isu-isu politik,
mendengarkan aspirasi pemilih, dan
merumuskan solusi kebijakan yang
relevan. Partai politik yang aktif
dalam mengembangkan platform
dan kebijakan dapat mencerminkan
kebutuhan dan keinginan pemilih,
serta memberikan pilihan yang jelas
bagi pemilih.

Perwakilan Politik: Partai politik
yang berhasil memperoleh
dukungan dan memenangkan kursi
dalam pemilihan akan menjadi
perwakilan politik dalam lembaga

legislatif. Mereka memiliki
tanggung jawab untuk
memperjuangkan kepentingan

pemilih yang mereka wakili dan
mewakili suara pemilih di dalam
parlemen. Partai politik yang aktif
dalam perwakilan politik dapat
memastikan bahwa suara pemilih
diwakili dengan akurat dan efektif.
Dialog Politik: Partai politik juga
berperan dalam memfasilitasi dialog
politik dan diskusi tentang isu-isu
penting dalam masyarakat. Melalui
debat dan forum, partai politik dapat

mengedepankan gagasan,
mendorong diskusi yang
konstruktif, —dan  membangun

konsensus di antara pemimpin
politik dan pemilih. Partai politik
yang aktif dalam dialog politik
dapat meningkatkan pluralisme
politik dan memperkuat demokrasi.
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Partisipasi aktif partai politik dalam
sistem pemilu proporsional terbuka penting
untuk memastikan kompetisi politik yang
sehat, representasi yang akurat, dan
perwakilan yang kuat. Partai politik yang
aktif dapat mendorong keterlibatan publik
yang lebih besar, memperkuat demokrasi,
dan memastikan pemilihan yang adil dan
transparan.

SIMPULAN

Hasil penelitian dengan judul "Analisis
Pemilu dengan Sistem Proporsional
Terbuka™ ini memberi kesimpulan sebagai
berikut:

1. Sistem pemilu dengan pendekatan

proporsional  terbuka  memiliki
efektivitas dalam mencapai
representasi  politik yang lebih

akurat dan inklusif. Dalam sistem
ini, partai politik memperoleh kursi
berdasarkan proporsi suara yang
mereka dapatkan secara nasional
atau daerah pemilihan. Pendekatan
terbuka memungkinkan pemilih
untuk memilih kandidat individu
dari partai yang mereka dukung,
sehingga memberikan kesempatan
yang lebih besar bagi calon-calon
yang berasal dari latar belakang
yang beragam. Dengan demikian,
sistem ini mendorong representasi
politik yang lebih  beragam,
mencerminkan berbagai
kepentingan dan pandangan yang
ada dalam masyarakat, dan
memperkuat kepercayaan publik
terhadap proses demokrasi.

2. Sistem pemilu proporsional terbuka
memiliki keuntungan dan kerugian
dibandingkan dengan sistem pemilu

lainnya. Salah satu keuntungan
utamanya  adalah  mendorong
representasi  politik yang lebih

inklusif, di mana partai politik harus
memperhatikan kepentingan dan
aspirasi dari berbagai kelompok
masyarakat. Pendekatan terbuka
juga memberikan kesempatan lebih
besar bagi kandidat individu yang
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mungkin tidak memiliki dukungan
besar dari partai mereka tetapi
memiliki ide-ide inovatif atau
pandangan yang berbeda. Namun,
kerugian dari sistem ini adalah
kompleksitas dalam perhitungan
dan pembagian kursi, terutama jika
jumlah  partai  politik  yang
berkompetisi sangat banyak. Selain
itu, pendekatan terbuka dapat
memunculkan persaingan internal
yang lebih kuat dalam partai politik,

yang dapat mengakibatkan
pembelahan dan ketidakstabilan
politik.

3. Implementasi dan efektivitas sistem
pemilu proporsional terbuka
dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Pertama, peraturan pemilu yang
jelas dan transparan menjadi kunci
untuk  memastikan  pelaksanaan
yang adil dan akurat. Kedua, partai
politik ~ juga  harus  mampu
mengorganisir diri dengan baik dan
menyusun daftar kandidat yang
kompeten dan representatif. Ketiga,
pendidikan pemilih dan pemahaman
yang baik tentang sistem pemilu
juga Dberperan penting dalam
memastikan partisipasi yang tinggi
dan  pemilihan yang cerdas.
Keempat, dukungan dan
kepercayaan publik terhadap sistem
pemilu proporsional terbuka juga
mempengaruhi efektivitasnya.
Faktor-faktor ini, bersama dengan
dukungan dan kerjasama dari
pemerintah, partai politik, dan
masyarakat secara keseluruhan,
akan membantu memastikan
implementasi yang sukses dan
mencapai representasi politik yang
lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA
Abduh, M. (2013). Demokrasi dan
Pemilihan Umum: Studi Sistem Pemilihan

Umum di Indonesia. Depok: Kencana
Prenada Media Group

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Petanda : Jurnal llmu Komunikasi dan Humaniora
ISSN: 2614-5537 - Vol. 04, No. 02 (2022), pp. 88-105

Adnan, H. (2012). Pemilihan Umum di
Indonesia: Peta dan Dinamika. Jakarta:
Kompas Gramedia

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019).
Problems of Democratisation in Indonesia:
Elections, Institutions and  Society.
Institute of Southeast Asian Studies

Budiman, A. (2010). Sistem Pemilu dan
Politik Partai di Indonesia. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Djayusman, H. (2013). Membedah Sistem
Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta:
Pustaka LP3ES

Farrell, D. M. (2011). Electoral Systems: A
Comeparative Introduction. Palgrave
Macmillan.

Katz, R. S., & Crotty, W. J. (Eds.). (2015).
Handbook of Party Politics. Sage
Publications.

Mardiasmo, B. (2017). Sistem Pemilihan
Umum di Indonesia: Tinjauan Teori dan
Praktik. Jakarta: Rajawali Pers

Pane, H., & Hasan, S. (2014). Pemilihan
Umum di Indonesia: Sebuah Kajian
Teoritis dan Empiris. Jakarta: Pustaka
LP3ES

Tjandraningsih, 1. S. (2015). Pemilihan
Umum dan Konsolidasi Demokrasi di
Indonesia:  Analisis  Kritis  Sistem
Pemilihan Umum. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar

Page | 105



